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Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan 
administrasi kependudukan yang terintegrasi dan 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat 

dan stakeholder maka perlu melaksanakan kegiatan 
Program Sistem administrasi kependudukan anti 

ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI); 

  b.  Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 
program SENDIRI LAGI sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu membentuk Tim 

Pelaksana Kegiatan Program SENDIRI LAGI yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-undang  Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

6401); 

  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 nomor 58,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah  

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 

 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  



Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 
184); 

 

 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006  Tentang   Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4736); 

  7. Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor 694); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2019 Tentang Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Secara Daring (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152); 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 

2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen 

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1479); 

   Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan  

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( 






